
  
MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

IKHTISAR KETETAPAN 
PERKARA NOMOR 17/PUU-XX/2022 

Tentang 

Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Lepas atau Tenaga Kerja Yang Tidak Bekerja 
Kepada Perusahaan 

 
Pemohon : Muhammad  Reynaldi Ariananda Arkiang 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) UU 
13/2003 terhadap UUD 1945 

Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 

2. Menyatakan Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 mengenai 
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan  Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  
permohonan  a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat 
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) 
dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada 
Pemohon. 

Tanggal Ketetapan : Selasa, 29 Maret 2022 

Ikhtisar Ketetapan :  

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai pekerja yang 
tidak bekerja kepada perusahaan. Menurut Pemohon pasal a quo hanya melindungi 
pekerja/buruh yang bekerja kepada perusahaan. 

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada 20 
Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022, bertanggal 24 Januari 2022 dan telah dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 8 Februari 2022 dengan Nomor 
17/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Bahwa Pemohon menyatakan menarik kembali permohonannya dalam Sidang 
Pemeriksaan dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon, pada tanggal 21 
Maret 2022.  
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Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) 
UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama 
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa 
penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; 

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 22 Maret 2022 telah berkesimpulan 
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 adalah beralasan 
menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo serta 
memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau 
penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon 

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menetapkan Ketetapan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 

2. Menyatakan Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan  Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  permohonan  a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali 
Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 

 

 

 


